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1. MANFAAT MATA KULIAH
Matakuliah ini merupakan mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan, sehingga membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang mendekati praktis. Dengan demikian setelah lulus mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis kebijakan pemerintah di bidang Keuangan negara dan mampu menerapkan dalam praktik di  lapangan. Dengan demikian mata kuliah ini mendekatkan lulusan dengan dunia kerja.

1. DESKRIPSI MATA KULIAH
Hukum Administrasi merupakan mata kuliah wajib minat pada Bagian Hukum Administrasi Negara. Substansi dari mata kuliah Hukum Administrasi Daerah  ini mencakup aspek-aspek hukum atau aturan-aturan  tentang pemerintah daerah termasuk pemerintah desa.Antara lain mengkaji tentang prinsip-prinsip pemerintahan daerah, asas-asas pemerintahan daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah serta otonomi desa.
Sebagai bagian dari kajian ilmu hukum, maka pembahasannya akan mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum nasional dan pendapat-pendapat para sarjana yang berkopeten dalam hal ini.


1. OPERASIONALISASI CAPAIAN PEMBELAJARAN PERKULIAHAN
Tabel:  Operasionalisasi Capaian Pembelajaran Perkuliahan ke dalam Bahan  
Kajian
	No
	Capaian Pembelajaran Perkuliahan
	Bahan Kajian

	1
	 Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan
	0. Pengertian pemerintah dan pemerintahan
0. Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah
0. Hubungan pengawasan pemerinntah pusat dan daerah
0. Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah


	2
	 Asas-asas pemerintahan daerah

	1. Asas desentralisasi pemerintahandaerah
1. Asas dekonsentrasi pemerintahan darah
1. Asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
		

	3
	 Pengaturan tentang pemerintah Daerah

	1. UUD 1945 Pasal 18
1. UU No22 Th 1999 tentang pemerintah daerah
1. UU No32 Th 2004 tentang pemerintah daerah
1. UU No 23 Th 2014 tentang pemerintah daerah				

	4

	wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah
	1. Urusan pemerintahan absolut
1. Urusan pemerintahan konkuren
1. Urusan pemerintahan umum

	5
	Kedudukan kepala daerah

	1. Kedudukan kepala daerah
1. Hak dan kewajibn kepala daerah
1. Pemberhentian kepala daerah


	6
	Tugas dan fungsi perangkat daerah


	1. Sekretariat daerah
1. Sekretariat DPRD
1. Insfektorat daerah
1. Dinas daerah
1. Badan daerah
1. kecamatan


	7
	DPRD
	1. Fungsi DPRD
1. Tugas dan Wewengan DPRD
1. Hak-hak DPRD

	8
	Peraturan Daerah


	1. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Tata urutan perundang-undangan	
1. Peraturan daerah khusus
1. Kewenangan pembuatan peraturan daerah


	9


	Keuangan Daerah
	1. Pendapatan asli daerah
1. Dana transfer
1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

	10
	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
	1. Tujuan, sifat dan waktu pengawasan
1. Pengawasan intern
1. Engawasan ekstern
1. Pengawasan DPRD


	11
	Pemerintah desa
	a. Pengaturan tentang desa
b. Otonomi desa
c. Kegiatan-kegiatan

	12
	Kepala desa
	a. kedudukan kepala desa
b. tugas dan fungsi kepala desa

	13
	Perangkat desa
	a. Kedudukan perangkat desa
b. Tugas dan fungsi perangkat desa

	14
	Badan Musyawarah Desa
	a.kedudukan badan musyawarah desa
b.tugas dan fungsi badan musyawarah desa

	15
	Keuangan desa
	a.sumber-sumber keuangan desa
b. peranggungjawaban keuangan desa
c APBDesa

	16
	Peraturan desa
	a.kewenangan pembuatan peraturan desa
b kedudukanperaturan desa



1. Tugas dan Kewajiban Dosen dan Mahasiswa

1. Kehadiran 	: Jumlah total pertemuan adalah 16 kali pertemuan, dan
		  harus dipenuhi  sekurang-kurangnya 13 kali untuk dapat 
		  dianggap layak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). 
		  Ketidakhadiran dengan surat  izin/keterangan lainnya yang 
		  diakui sebagai izin dapat dianggap  sebagai kehadiran.
1. Tugas 		: Tugas terdiri dari tugas mandiri dan kelompok.
1. Quis		: Dilaksanakan dapat dengan maupun tanpa pemberitahuan 
  sebelumnya (insidental).
1. Keaktifan	: Mahasiswa dengan keaktifan yang memberi dampak 
  positif selama perkuliahan layak diberikan reward yang 
  diperhitungkan sebagai  tambahan nilai akhir berdasarkan 
  kebijaksanaan dosen
1. Ketertiban	: Selama kegiatan perkuliahan, mahasiswa wajib menjaga 
  tata tertib, dilarang makan/minum/merokok/membuat 
  kegaduhan, mematikan ponsel dan  alat komunikasi 
  lainnya, berpakaian yang sopan dan pantas (tidak  
  memakai sandal dan kaos oblong), serta wajib datang 
  selambat-lambatnya sepuluh menit setelah perkuliahan 
  dibuka.
1. Ketentuan lain sehubungan dengan perkuliahan yang tidak dimuat di dalam perjanjian ini akan ditentukan di kemudian hari.
1. Sistem Penilaian
Penilaian ditentukan dari hasil
1. Kehadiran	:  10%
1. Quis	:  20%
1. Tugas	:  20%
1. UTS	:  20%
1. UAS	:  30%

A	>75.00               Konversi	 	A	=  4
B	65-75				B	=  3
C	55-65				C	=  2
D	45-55				D	=  1
E	< 45				E	=  0
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B.Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan			Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara			Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan				Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan				Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang				Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana			Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

